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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

  Berdasarkan uraian dan/atau penjelasan pada Bab-bab sebelumnya, penulis 

menyimpulkan bahwa alasan atau pertimbangan Majelis Hakim dalam 

membatalkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan 

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah: 

1. Karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Pasangan 

Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertentangan dengan 

Peraturan Perundang-undangan. 

2. Karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Pasangan 

Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertentangan dengan Asas-

asas Umum Pemerintah Yang Baik. 

B. Saran  

  Berdasarkan kesimpulan sebagaimana tersebut diatas maka penulis akan 

memberikan beberapa saran dalam menunjang sebuah keputusan yang nantinya 

diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum, yakni sebagai berikut: 

1. Diharapkan bagi Komisi Pemilihan Umum baik dari KPU Kabupaten TTU 

dan Kabupaten Lembata, maupun Kabupaten lainnya, sebelum menerbitkan 

suatu keputusan tata usaha negara harus memperhatikan bahwa keputusan 

tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang 

Berlaku. 
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2. Diharapkan bagi Komisi Pemilihan Umum baik dari KPU Kabupaten TTU 

dan Kabupaten Lembata, maupun Kabupaten lainnya, sebelum menerbitkan 

suatu keputusan tata usaha negara harus memperhatikan bahwa keputusan 

tersebut tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang 

Baik (Good Government). 

 


